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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 10 TAHUN 2OO7

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. 1.

BUPATI KATINGAN

bah\/a keUjal<an Otonomi Daerah yar€ seluasJuasnya
mernberikan kewenarqan penuh kepada lGbupaten lGtingan
unfuk mergafururusan rumah tangga sendiri;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 158 Tahun
2005, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Kewenangan Desa;

bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b
diatas perlu ditetapkan Cengan Peraturan Daerah Kabupaten
Katingan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2ffi2 tenbng Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
l-amandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten
Barito llmur di Provinsi Kalir-nantan Tengah (Lembaran
Negana Republik lndonesia Tahun 2@2 Nomor 18, Tambahan
Lembar:an Negara Nomor 41 80);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2@4 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Urdangan (Lembaran Negar:a Republik
lndonesia Tahun 20&4 Nomor 53 Tambahan Lembaran Neoara
Nomor43B9);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OM tentang Pemerintatran
&erah (Lembar:an Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
125 Tambahan Lernbaran Negara Nomor4437);

Urdang-undang Nomor 33 Tahun ?W tentarg Perimbangan
lGuangan antara Pernerintah Pusat dan Penrerintah Daerafr
(Lernbaran Negar:a Repr.rblik trdonesia Tahun 20O4 Nomor 126
Tambahan l-,embaran Negara Nornor 443ti),
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C.
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5. Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2O]3 teniarc Kerner,angan

Pernerintah dan t<arvenarqan Provirsi sebagai Daerah Otonorn

(Lenrbaran t'Iegara Reputfl< kdtrEsb Tahr 20@ Nsns 54

Tanbdran L€rrbtran hlegra ?{ofis 3952 ):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor

iSA, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4593).

B. Peratman Daerah Nornor 3 Tahun 2003 Tentang Kettenargan
Pemerintah tGbupaten lGtingan sebagai Daerah Otonom
( Lembaran Daerah tGh.rpaten tGtingan Tahtm 20O3 Nonrcr 3 ):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG KEUANGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutny,a disebut Daerah adalah Kesatuan
masyarakat i-{ukun: i/a:-j .r€-li:'-:^-.'a' baias dae:'ah tertentu,
berwenang mengatur dan menguns Kepenungan masyarakat
setempat menun-( praiurr-sa seru:r: Serdaqeir<an aspirasi
masyarakat dalam lkatan Negar-a lGsdren Republik
lrriolesia:

2. Pernerintah Daerdr #t=r Br-€ ? fa-=!y= Dae-rah
sebagai unsur penyelenggara pernern@fat <iaer-ah;

3- Bupati adalah Bupati Katingan,

4- DPRD adalah Dewan Perurakilan Ralqyd Daeratr tGbr.paten
Katingan.
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9.

10.

6.

7.

13

14.

15.

Kecamatan adalah wilayah ker.1a camat sebagai perangkat

daerah kabupaten.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang me!'nilikibatas-

batas wilayah yarE berwenang untuk mengatur dan mengun s

kepentingin masyarakat setempat, berdasar-kan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia'

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerin-

tahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal--usul dan adat isiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik lndonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepata Desa dan Perangkat Desa

sebagai unsur penyetenggara pemerintahan desa'

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD,

adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyelengaraan pemerintahan desa-

\lfilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah

bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa-

Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan
yang dibuat oleh Kepata Desa bersama Badan

Permusyawaratan Desa-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut
APBDesa adatah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa-

Kekayaan desa adalah aset desa yang bergerak dan tidak
bergerak sebagai sumber penghasilan bagi pemerintahan
desa.

Dana Perimbangan adalah pengertian sebagairnana dimaksud
datam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dan
dana Dana Alokasi Umum dan bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang d'rterima oleh
Kabupaten/Kota

16. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten adalah bantuan dana
bergulir untuk membangun dan memberdayakan usaha
pro'duktif.

BAB II

KEUANGAN DESA

11.

12
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Pasal 2
Keuangan desa adatah semua hak dan kewajiban Desa dalam
penyelenggara:ln Pernerintahan Desa yang dinilai dengan uang
termasuk segala benfuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan, dan pertanggungjawaban
serta pengawasan keuangan desa.

Pasal 4
Penggunaan dana sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1,
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasdl 5
(1) Penetapan jumlah biaya dalam APBDesa adalah merupakan

satuan biaya yang maksimal yang bisa digunakan dimanfaat
oleh Pemerintahan Desa

(2) Rancangan APBDesa dirumuskan satelah satu bulan APBD
Kabupaten/Kota ditetapkan,

(3) Pengaturan mengenai penyusunan, perhitungan, pengelolaan
dan perubahan APBDesa ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Pasal 6
(1) APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, betanja pegawai

dan pembiayaan

(2) Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

a. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang diterima oleh Kabupaten,

b. bantuan Pemerintah Kabupaten;
c baoiar le'''dapatan lainnva yang terdiri dari :

slsa ar€garan tahun lalu,
p=.rcapatan As[ Desa,
persirnaar yaqg berasal dari pemerintah, pemerintah
P.airu= FmsiGft tcatr.paten,
sirTI.)es'EE[r =t2?' berr&ran pd'rak ketiga;

o- Dagiaa p€iiga.iarail iercrfi pengduaran aparatur dan belanja
@a-varan ptrft

e- bahan perrylsurxan ApaDesa meliputi, sisa lebih perhitungan
APBDesa tatun latrr redsasi pendapatan dan belanja tahun
lafu, rnasutcan dan pendapat dari tokoh masyarakat dan
perangftd des4 kpa!^kr pernerirffil. pemerintah propinsi
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yang berkaitan dengan penyusunan APBDesa serta asptrasi
masyarakat

Pasal 7

(1) Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan
pembangunan desa

(2) Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD menjadi
Rancangan Peraturan Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sekurang-kurangnya memuat :

a. struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja
aparatur dan belanja publik.

b. lembar persetujuan bersama antara Kepala desa dan BPD.

Pasal 8
(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah

disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling
lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati
untuk dievaluasi.

(2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20
(duapuluh) hari kepada Kepala Desa.

(3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
menjadi Peraturan Desa.

Pasal 9
(1) APB Desa baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa;
(2) Dalam pelaksanaan APBDesa dapat terjadi perubahan

penerimaan dan belanja desa, sehingga harus dilakukan
perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa:

Pasal 10

(1) Struktur APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari
pendapatan desa, belanja aparatur dan belanja publik.

(2) Bagian dari pendapatan dalam struktur APBDesa meliputi :

a- pos sisa anggaran tahun lalu;
b. pos pendapatan aslidesa;
c. pos penerimaan, yang berasal dari Pemerintah, pemerintah

Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
d- pos pendapatan lain-lain; dan
e. sumbangan atau bantuan dari pihak ketiga.
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Pasal 11

(1) Bagian Belanja Aparatur dalam struktur APBDesa meliputr.

a. pos belanja penghasilan tetap dan tr.rniangan Kepala Desa,

Perangkat Desa, BPD, Lembaga Adat' RlN dan RT'
b. pos belanja barang dan jasa
c. pos belanja modal
d. pos belanja Pemeliharaan
e. pos perialanan dinas
f. pos belanja lain-lain
g. pos beldnja tak tersangka

(2) Eagian Belanja Publik dalam struktur APBDesa meliputi :

a. pos prasarana Pemerintahan
b. pos sarana produksi
c. pos prasarana Perhubungan
d. pos pembangunan pemasaran
e. pos pembangunan prasarana social
f. pos peningkatan SDM
g. pos pembangunan lain-lain

Pasal 12

Pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal B diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasdl 13

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa.

(2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau
seluruh kewenangannya yang berupa perencanaan,
penatdusahaan; pelaporan kepada perangkat desa-

(3) Pengelola keuangan desa meliputi :

a. Pejabat pengetola keuangan desa-
b. Pemegang kas iesa

Pasal i4
(1) Pejabat pengelola keuangan desa ,rer:pu:y=*' i4e. -=: l-ri€:s

melaksanakan belanja desa seueai de*oan cer-.r.;-*E:ri-F
(2) Pemegang kas desa mempxJnyai tugas dan fungsl

melaksanakan kegiatan pen=ta?r:. pe-:;b.ti=n da;:
mempertang gungjawabkan kepada p$,abat per€dda keuargan
desa.
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Pasal '15

Untuk melakukan penatausafraan ketrarEan desa' Kepala Desa

dapat rnengar€ftet eemegang t(as Desa. yar€ berasal dari warga

desa yang rnernpunyai perslraratan sebagai berkut
a. OerpenOiOit<an minimalSLTP atau sederajat
b ulnur minimal 17 tahun atau sudah menikah;
c. sehatiasmani dan rohani;
d. berkelakuan baiK iuiur dan dapat dipercaya;
e. bersedia menjadi pemegang kas desa;
f. diutamakan mempunyai keahlian dibidang penatausahaan

keuangan;

Pasal 16

Pemegang kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan
keuangan desa yang dicantumkan dalam APB Desa-

Pasal 17

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pengelolaan

keuangan desa dalam bentuk laporan penyelenggaraan
pemerintah desa kepada Bupati melalui Camat-

(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan desa mernuat
perhitungan APBDesa selama satu tahun anggaran-

BAB V
SUIV1BER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama
JenisJenis Pendapatan Desa

Pasal 18

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan pemerintah desa
yang berasal dari pungutan desa, dan hasil penerimaan dari
kekayaan desa

Pasal 19

Pendapatan desa sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi desa
vano dis€rahkan pengaturannya kepada Desa.

Pasal 20

tsana-an Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
r-e5rr-:=9 CaWn rangka melaksanakan urusan kabupaten didesa
crr i-rfi,( p€rceFratan pernbangunan di desa

Pasal 21

Hibah eu surnbangan dari pihak ketiga merupakan bantuan yang
dberilcan crefi perrangan, perusahaan swasta yang tidak mengikat,
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Pasal 22

(1) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian desa yang berasal
dan 10% (sepduh perseratus) dari pajak dan retrihrsi, dan 1O96

(sepuluh perserafus) dari dana perimbangan yarrg diterirna
Kabupaten dari Pemerintah untuk desa:

{2) Penambahan prosentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

BUMDES merupakan Badan Usaha Milik Desa yang secara
ekonomi memberikan kontribusi pada Pemerintah Desa

Bagian Kedua
Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasat 24

(1) Pengalokasian ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa
sebesar 60% dan sisanya 4oo/o drbagi kepada desa secara
proporsiortal menurut data penduduk miskin, desa terisolir, desa
tandus, dan desa yang berada di pesisir pantai.

(2) Pemanfaatan ADD yang diberikan pada desa 30% diperuntukan
operaaional. belanja aparat desa dan administrasi
penyelenggaraan pemerintahan desa, dan TOYo diperuntukan
bagi belanja publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 25
(1) Pelakianaan Alokasi Dana Desa wajib dilaporkan kepada Bupati

melalui Camat;

(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. Laporan Kemajuan Fisik;
b. Lairoran Bulanan;
c. Laporan Pertanggungjawaban;

pasai zo
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Desa c,.elap^a;-i

dengan Peraturan Bupati.
(2) Peraturan Bupati sebdgaimana dimaksud pada ayat (-1) memtei

antara lain:
a. Asas Pengalokasian Dana.
b. Pengelolaan;
c.. PeGncanaan dan Penggunaan;
d. Mekanisme Penyaluran dan pencairarq
e- Pelaksanaan Kegiatan dan Mekanisme pengendalian;
f. Pelaporandan Pertanggungjawaban.
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(l) Pemerintah lGbupaten dan camat $raIb memuna dan

mengawasi pelaksanaan keuangan Desa:

(2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. memberikan pedoman mengenai Penyusunan APB desa,
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan
Desa.

b. memberikan bimbingan teknis terhadap pengelolaan
keuangan desa, administrasi keuangan desa dan
pelaksanaan alokasi dana desa.

c- melaksanakan penguatan terhadap perangkat desa dan
pernegang kas desa dalam pengelolaan keuangan desa-

d. melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan pendapatan
desa-

e. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
desa dan Alokasi Dana Desa.

(3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan
kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa.

b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa
dan tertib administrasi keuangan desa.

c. mengawasi pelaksanaan APB Desadan pengelolaan Alokasi
Dana Desa.

d. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
Alokasi Dana Desa dan pengelolaan keuangan desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah ini, seluruh ketentuan perafuran yang ada yang
mengatur mengenai Keuangan Desa cjinvatakan tetao
berlaku

(2) Ketentuan peraturan sebagaima;:a dn:aks.:c * e:trd.. {1)
yang bertentangan dan atau tidak sestrai o€r€ar krat-lran
Daerah ini diadakan pefiyesraiar

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
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(1)

(2)

Pasal 29

Ketentuan-ketentuansebagaimanadimaksr.dPeraturanDaerah
iru menjaOi @oman bagi penetapan keuangan Desa

DenganberlaktrrryaPeratr.rranDaerahirrimakasemuaketenfuan
peraturan yang mengatur Keuangan Desa' dinyatakan tidak

berlaku

Pasal 30

Hal-halyangbelumdiaturdalamPeraturandaerahini,akandiatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mutai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
p6raturan 'Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah KabuPaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan

TINGAN,

t,

\

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 31 Juli 2OO7

KATINGAN,

r!^r.A- <n,,_., _:-\. lu
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tanggat 30 Juti .2007

!-

SALOH, BE,SE..

KABUPATEN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OO7


